BAB I
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil tinjauan, penelitian, dan wawancara, maka
penulis dapat menyimpulkan:

1. Surakarta sejak semula sudah mendapatkan kelayakan untuk menyandang
status daerah istimewa, karena sejak zaman kolonial mereka sudah
mendapatkan status zelfbesturende landschapen yang menjadi dasar
kelayakan mereka sebagai daerah istimewa di dalam NKRI.

2. Untuk menjadi Bagian NKRI, zelfbesturende landschapen harus
melakukan  penyesuaian sistem  pemerintahan, dimana sistem
pemerintahan harus sesuai dengan konstitusi UUDNRI 1945, serta lebih
demokratis. Penyesuaian ini tidak dilakukan oleh Kasunanan Surakarta
dan Praja Mangkunegaraan, berbeda dengan eks zelfbesturende
landschapen lainnya yakni Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten
Pakualaman yang dengan cepat menyesuaikan. Surakarta juga tidak
mendapatkan legitimasi dari masyarakat karena berbagai alasan, mulai
dari anggapan bahwa pembentukan Daerah Istimewa Surakarta dapat
menghidupkan kembali sistem feodalisme yang tidak sesuai dengan
prinsip-prinsip demokratis dalam konteks kemerdekaan, sampai
terbentuknya pemerintahan swapraja yang diprakasai oleh Belanda pada
era setelah kemerdekaan. Ketidaklayakan karena tidak memenuhi syarat

yang ditentukan untuk menyandang status daerah istimewa, serta tidak
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mendapatkan legitimasi dari masyarakat pada akhirnya membuat
Surakarta secara hukum tidak layak untuk menyandang status daerah
istimewa dalam sistem ketatanegaraan NKRI.

B. Saran

1. Diperlukan penelitian dengan objek yang sama namun dengan persfektif
yang lainnya seperti sosio historis, agraria, pemerintahan lokal, dan lain
sebagainya untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih komprehensif.
Karena jika hanya dari satu persfektif saja, tidak bisa menjawab
pertanyaan tentang kelayakan Surakarta sebagai daerah istimewa secara
lengkap.

2. Untuk Pihak Kasunanan dan Mangkunegaran, diharapkan adanya
koordinasi seperti yang dilakukan oleh Kasultanan dan Pakualaman
sehingga kemungkinan mengembalikan Surakarta sebagai daerah
istimewa bisa kembali terwujud.

3. Untuk masyarakat Surakarta, diharapkan bisa kritis dalam menghadapi
perubahan yang terjadi dalam sistem pemerintahan di Surakarta.
Masyarakat harus menjadi bagian dari perubahan tersebut, karena

legitimasi atas perubahan tersebut ada dalam tangan masyarakat Surakarta.
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